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 Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah telah lama terjadi dan menjadi 
sebuah tradisi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 
Selatan. Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah dapat dijelaskan sebagai 
berikut, yaitu ketika ada masyarakat yang keluarganya meninggal dunia, maka 
mereka akan mengumumkan di masjid terdekat, kemudian dengan pemberitahuan 
tersebut maka apabila dipanggil oleh pihak keluarga yang keluarganya meninggal 
dunia, maka para pengurus jenazah kemudian akan datang untuk membantu jalannya 
proses pemakaman jenazah. Proses pemakaman jenazah yang dilakukan meliputi 
memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Dalam praktiknya para 
pengurus yang mengurus jenazah tersebut akan diberikan upah berupa uang yang 
berkisar anatara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, juga barang berupa sembako seperti 
beras yang berisi antara 2 Kg sampai dengan 5 Kg beras dan sebuah kain satu atau 
dua buah kain. Pemberian upah biasanya diberikan tujuh hari setelah si mayit wafat.  
Dengan adanya pemberian upah tersebut, masyarakat selalu meminta bantuan dalam 
pengurusan jenazah keluarganya, hal ini juga dikhawatirkan akan membuat pengurus 
jenazah tidak ikhlas dalam mengerjakan ibadah yang hukumnya fardhu kifayah 
tersebut. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah 
mengupah dalam proses pemakaman jenazah dan bagaimana tinjauan hukum Islam 
tentang praktik upah dalam proses pemakaman jenaazh. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana praktik upah dalam proses pemakaman jenazah 
dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah mengupah dalam 
proses pemakaman jenazah. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), sifat penelitian 
ini adalah bersifat deskriptif analitif, diperkaya dengan data kepustakaan. Metode ini 
digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung 
atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti 
terkait kejadian di lapangan.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik upah  yang 
dilakukan di Desa Lematang sudah sesuai dengan rukun dan syarat upah mengupah. 
Adapun mengenai praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah adalah 
dibenarkan dalam Islam. Kegiatan muamalahnya tidak bertentangan dengan hukum 
syara‟ karena terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, antara mu’jir dan mustajir 
telah ikhlas dan terdapat unsur tolong menolong dalam pekerjaan tersebut. Kerelaan 
antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan dalam pemberian upah, serta 
keridhoan dari kedua belah pihak dalam memberi dan menerima upah maka dapat 
disimpulkan bahwa praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah 
diperbolehkan dalam Islam, dengan ketentuan bahwa yang pihak pemberi upah ikhlas 
dalam memberikan upah dan yang menerima upah ikhlas dalam melangsungkan 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi 
kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka 
diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul. 
Judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik 
Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah”. Adapun istilah-istilah yang 
terkait dalam judul adalah sebagai berikut: 
Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil 




Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan 
mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Quran dan As-
Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.
3
 
Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas 
jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dibayarkan untuk mengerjakan 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
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Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka dapat dipahami 
bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam 
mengenai praktik upah dalam proses pemakaman jenazah yang terdapat di 
Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan dalam memilih serta menentukan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah” 
adalah: 
1. Alasan Objektif 
Adanya suatu praktik upah dalam proses pemakaman jenazah. 
Pemakaman jenazah merupakan kewajiban seorang muslim atas muslim 
lainnya. Namun ditemukan praktik upah dalam proses pemakaman 
jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 
Lampung Selatan. Sehingga penelitian ini diangggap perlu guna 
menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. 
2. Alasan Subjektif 
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a. Alasan subjektif dalam penelitian ini didukung literatur yang sangat 
memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan 
waktu yang telah direncanakan. 
b. Judul yang akan diteliti erat relevansinya dengan disiplin ilmu yang 
ditekuni pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah. 
c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok 
permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat ditelitinya judul ini. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia dalam kehidupanya memiliki kebutuhan yang beragam, 
dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan kerjasama 
dengan orang lain. Muamalah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam 
Islam. Beragam bentuk kerjasama dalam bidang muamalah, salah satunya 
ialah upah mengupah. 
Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan 
sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa 
atau syarat-syarat tertentu.
5
 Sedangkan upah dalam literatur fiqih sering 
disebut dengan istilah ijarah, yakni sewa menyewa tenaga manusia dengan 
adanya imbalan atau upah. Dalam syara‟ Ijarah merupakan jenis akad untuk 
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mengambil manfaat dengan kompensasi. Sedangkan imbalan yang 
dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan ajr atau ujrah.
6
 
Ujrah yang diperoleh dapat berupa uang atau barang yang dapat 
dimanfaatkan, yang diberikan seseorang atau suatu lembaga atau instansi 
terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang 
telah dilakukan. 
Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat 
imbalan dari apa yang dikerjakan. Upah setiap orang harus ditentukan 
berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih 
dari apa yang telah dikerjakan. 
Allah telah mensyariatkan upah mengupah dalam Al-Qur‟an surah At-
Thalaq ayat 6, yakni: 
            
 “Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada 
mereka upahnya”.7 
Ayat tersebut memerintahkan untuk memberikan upah atau imbalan 
yang pantas kepada mereka yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti 
menyusui seorang anak. 
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  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 
2006), h. 203. 
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Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) diperselisihkan kebolehannya 
oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan 
ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah atau dalam perbuatan taat 
seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran 
yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu 
bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya 
mengambil ujrah (upah) dari pekerjaan tersebut.
8
 Pada dasarnya telah menjadi 
kewajiban ahli waris atau umat Islam yang hadir ketika ada yang wafat untuk 
menyelenggarakan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu wajib kifayah bagi 
umat Islam yang hidup. Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan orang 




Praktik upah ditemukan dalam proses pemakaman jenazah. Proses 
memakamkan jenazah  merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang 
dihukumi  fardhu kifayah. Upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah 
yang terjadi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang merupakan hal 
biasa yang sering diterapkan. Motif pemberian upah tersebut beragam di 
antaranya diniatkan sebagai sedekah atau sekedar ucapan terimakasih. Pekerja 
yang ikut dalam proses pemakaman jenazah, akan diberikan upah setelah 
pemakaman selesai. Upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari 
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masyarakat, dapat berbentuk uang, sebuah kain ataupun semabako berupa 
beras. Kebiasaan masyarakat memberikan imbalan kepada pengurus jenazah 
telah lama terjadi. Awalnya pemberian upah tersebut diberikan dengan 
seikhlasnya, namun berjalannya waktu pemberian upah menjadi sebuah 
tradisi, seperti telah menjadi ketetapan dengan memberikan uang berkisar 
Rp.20.000 hingga Rp.50.000,  kain atau beras. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, kiranya 
dipandang layak untuk mengadakan penelitian tentang “Tinjauan Hukum 
Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi pada 
Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten  Lampung Selatan)”. 
 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah praktik upah dalam proses pemakaman jenazah di Desa 
Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah dalam proses 
pemakaman jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang 
Kabupaten Lampung Selatan? 
 
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 





a. Untuk mengetahui praktik upah mengupah dalam proses pemakaman 
jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 
Lampung Selatan. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah 
mengupah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Memperkaya keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan 
perbuatan ibadah dan muamalah di dalam kehidupan masyarakat. 
b. Memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih lanjut 
terkait studi hukum Islam bagi mahasiswa khusunya mahasiswa 
Fakultas Syariah jurusan Muamalah. 
c. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, 
khususnya yang berkaitan dengan masalah. 
 
F. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
induktif, alasannya untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian 
dari metode yang dipelajari dari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan 
kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan dan lebih umum mengenai fenomena 





1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan 
(Field Research), yaitu suatu penelitian pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara terjun langsung ke Desa Lematang Kecamatan Tanjung 
Bintang Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 
bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, 
faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 
daerah tertentu.
10
 Maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang 
bagaimana praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah di 
Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 
ditinjau dari hukum Islam. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang didapat atau diperoleh dari 
sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data 
lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang 
sebenarnya dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi  
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yang hasilnya diperoleh dari masyarakat serta tokoh masyarakat desa 
setempat. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung, misalnya di dapat dengan cara membaca buku-buku, artikel, 
jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang 
bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan.
11
 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di 
Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung 
Selatan yang melakukan praktik upah mengupah dalam proses 
pemakaman jenazah berjumlah lebih dari 100 orang, yaitu 7 orang 
anggota yang memandikan sekaligus mengkafani, 3 orang yang 
mengimami, 7 orang penggali kubur, dan warga desa yang 
menggunakan jasa ini atau ahli waris yang tidak dapat 
menyelenggarakan proses  pemakaman keluarganya. 
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Sampel adalah sebagian populasi atau seluruh populasi yang 
diteliti, jelas, lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Menurut 
Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih 
baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian 
populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil 
antara 10%-15%  atau  20%-25%  atau lebih. Sampel dalam penelitian 
ini berjumlah 27 orang , yang terdiri dari 10 pengurus jenazah dan 17 
orang sebagai sampel pemberi upah, yaitu mereka yang keluarganya 
wafat dan memakai jasa para pengurus jenazah.  
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 
a. Wawancara 
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di 
Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam 
setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi 







 Penelitian ini, dilakukan wawancara kepada warga dan 
pengurus jenazah yang ada di desa setempat. 
b. Observasi 
Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas 
pada orang saja, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 




Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel berupa catatan, transkip, buku, surat perjanjian, dan lain 
sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau 
pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung 
kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait 
kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan. 
14
 
6. Pengolahan Data 
Adapun dalam metode pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
a. Editing (Pemeriksaan Data) 
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Editing (Pemeriksaan data) yaitu memeriksa daftar pertanyaan 
yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada 
editing sendiri adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan 




b. Sistemazing (Sistematika Data) 
Sistemazing yaitu menempatkan data menurut  kerangka 
sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan pokok 
bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan 
masalah.  
7. Analisis Data 
Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting 
dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri 
sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian
15
 yaitu tinjauan hukum 
Islam tentang praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah, 
yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan teori 
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upah mengupah. Adapun metode berfikir dalam penelitian ini 
menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang 
berangkat dari fakta-fakta yang umum, persoalan-persoalan yang umum, 
kemudian peristiwa yang umum itu ditarik beberapa kesimpulan yang 
bersifat khusus atau spesifik.
16
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A. Upah  
1. Pengertian Upah 
Pengertian upah secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa 




Upah dalam Islam masuk dalam pembahasan mengenai Ijarah. 
Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhuyang jika diartikan 
dalam bahasa Indonesia berarti ganti. Dari sebab itu Ats Tsawab (pahala) 
dinamakan Ajru (upah).
18
 Ujrah merupakan sesuatu yang diberikan dalam 
bentuk imbalan pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. 
Upah yang diterima manusia di akhirat sepenuhnya menjadi hak progresif 
Allah SWT yang dalam konteks ini disebut dengan pahala (ajrun).
19
 Kata  
Ijarahmenurut bahasa berarti bay almanfa’ah (menjual manfaat), dapat 
berupa manfaat suatu benda, jasa maupun imbalan tenaga seseorang.
20
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Sedangkan menurut istilah (terminologi) Ijarah diartikan sebagai suatu akad 
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
21
Dalam Ensiklopedi 
Fiqih Ijarah adalah 
ا ِةَعَفْػنَم ىَلَع ٌدْقَع َيِى ُةَراَجِلا ْوُصْقَم ِةَمْوُلْعَم ِةَح اَبُم ِةَلْػبَاق ِةَد لْذَبِْلل  ِلاْاَو  
 .اَعْضَو مْوُلْعَم ض َوِعب ِةَرَج ْأَتْسُمْلا ْيَْعْلا ء اَقَػب َعَم ِةَح َان  
 
“Ijarah adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan 
penggunaannya, yang jelas, yang mempunya tujuan dan maksud, yang 
memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang 
dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas.”22 
Akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. 
Dengan kata lain Ijarah  adalah pemilikan manfaat dari suatu yang halal 
dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.
23
 
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau 
jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
24
 Akad Ijarah ialah 
akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu 
                                                             
21
  M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Edisi. 1 Cet. Ke 1, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101. 
22
  Muhammad Rawwas Qal‟ahji, Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab ra, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 1999), h. 177. 
23
 Abdul Aziz Dahlan, dkk. (Ed.), Ensiklopedi Islam, Jilid I,  Cet . Ke 11, (Jakarta: PT. Ichtiar 
Baru Van Hoeve, 2003), h. 229.  
24






tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
25
 
Dalam kamus  hukum, Ijarah adalah sewa-menyewa atau upah-
mengupah  baik untuk barang ataupun jasa. Dengan adanya ijarah,  anatara 
orang yang memiliki uang tetapi tidak dapat bekerja dengan orang yang 
memiliki keahlian dan tenaga yang membutuhkan uang mendapat 




Upah sendiri masuk ke dalam kaidah sewa menyewa, dimana 
melibatkan mu’jir dan musta’jir. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut 
mu’jir (orang yang memberi sewa atau yang memberikan upah). Sedangkan 
orang yang menerima sewa disebut musta’jir (penyewa atau penerima upah). 
Akad untuk sesuatu yang diambil manfaatnya disebut Ma’jur (sewaan) dan 




Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang 
yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan 
bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
28
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Ijarah dan Ujrah merupakan dua hal yang saling berkaitan, namun 
terdapat perbedaan diantara keduanya. Ijarah merupakan suatu perjanjian 
(akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa.Sedangkan 
ujrah (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.
29
 
Beberapa pendapat para ulama dalam mendefinisikan upah sebagai berikut: 
a. Menurut ulama Syafi‟iyah 
“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan 
dihukumi mubah, serta menerima penggant/imbalan atau kebolehan 
dengan pengganti/imbalan tertentu.
30
Suatu jenis akad terhadap suatu 
manfaat yang dibolehkan oleh syara‟ dan merupakan tujuan dari transaksi 




b. Menurut Mazhab Hanafiyah 
Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. 
c. Menurut ulama Maliki dan Hanbali 
Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan 
suatu imbalan. 
d. Menurut Idris Ahmad  
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e. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy  
Ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa 




Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan 
tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh 
upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang 
lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak 
dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil 
kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan 
terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja 
melebihi dari kemampuan mereka. Al-Mawardi dalam al-Ahkam as-
Sultaniyyah berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar 
cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapapt menutupi kebutuhan minimum. 
Tetapi tidak semua penulis menyetujui ini. Al-Maliki mengatakan bahwa 
orang-orang kapitalis mengatakan memberikan upah kepada seseorang 
pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan  bahwa upah 
mengupah atau dalam Islam disebut dengan Ijarah Al a’amal ialah 
memberikan imbalan berupa upah atas jasa yang telah diberikan oleh kepada 
seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Konsep ujrahatau 
upah sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan 
dibayar oleh pihak yang memberi jasa kepada pihak yang menerima jasa. 
2. Dasar Hukum Upah 
 Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman 
Allah: 
a. Al-Qur‟an 
FirmanAllah SWT dalam surat Al-Qashash ayat 26-27, yaitu : 
                          
                          
                         
    ُللا        
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 “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 
palng baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu‟aib): “sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku 
ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 
kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari 
kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insyaAllah 





Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang 
suatu upah atau imbalan kepada seseorang.Dalam ayat tersebut, dijelaskan 
bahwa diperbolehkan untuk menyewa jasa seseorang untuk bekerja, dengan 
mempekerjakan seseorang yang memiliki fisik yang kuat dan amanah atau 
dapat dipercaya. 
FirmanAllah SWT dalam surat An-Nahl ayat 97: 
 ًةا َي َح ُوَّن َػي ِي ْح ُن َل َػف ٌن ِمْؤ ُم َو ُىَو ٰى َث ْػن ُأ ْو َأ ٍر ََكذ ْن ِم اًِلِاَص َل ِم َع ْن َم
 ًة َبِّي َط  ۖ  ْج َأ ْم ُه َّػن َػِيز ْج َن َلَو َنو ُل َم ْع َػي او ُنا َك ا َم ِنَس ْح َأ ِب ْم ُىَر 
 
Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baiklaki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 




Ayat tersebut menjelaskan tentang balasan atau imbalan bagi 
seseorang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dengan balasan 
pahala yang lebih baik dari yang dikerjakannya. 
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Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 77: 
                            
                              37 
 
 “Maka keduanya berjalan, hingga keduanya kepada suatu penduduk negeri, 
mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, akan tetapi mereka 
(penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya 
mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia 
menegakkannya. Dia (Musa) , berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau 
dapat meminta imbalan untuk itu.”(Q.S. Al-Kahfi: 77) 38 
 
b. As-Sunnah 
Dalil diperbolehkannya upah mengupah selain telah disebutkan di 
dalam al-Qur‟an, juga dapat berlandaskan pada Sunnah Rasul yang 
berfungsi sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkannya upah 
mengupah yang terdapat di dalam al-Qur‟an. 
 ِدْبَع ْنَع ُللا  ْب َر َل َاق :َل َاق َرَمُع ِن ُلوُس ُللا  اوُطْعأ :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ىَّلَص
)وج ام نبا هاور ( ُُوقَرَع َّفَِيَ ْنَأ َلْبَػق ُهَرْجَأ َيرِجلأا39 
  
“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan 
kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. 
Ibnu Majah, Shahih No. 2443). 
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 َمَّلَسَو  ِوْيَلَع  ُلل ى َّلَص  َِّبَّناا َّن َا ُوْنَع  ُللا َىِضَر ِِّىرْدُخ ا ٍدْيِعَس ِبِ َا ْنَعَو 
 )َقاَّز َّرلا ُدْبَع ُهاَوَر( َُوتَرُْجا ُوَل ِّمَسُيْلَػفًارْػيِجََارَجاَتْس ا ِنَم : َل َاق
40  
 
“Dari Abu Sa‟id Al-khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW   bersabda: 
“Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” 
(H.R Abdurrazaq). 
 ُللا ىَّلَص  ِللا ُلْوُسَر َمَجَتْجِا : َلا َقَػف ِما َّج َْلِ ا ِرْجَا ُوْنَع ُللا َىِضَر ٍسََنا ْنَع 
.ٍماَعَط ْنِم ِْيَْع اَص ُهَاطَْعاَو َةَبَْيطْوُػَبا ُوَم َّجَح , َمَلَسَو ِوْيَلَع )ُِّىر اَخُبلا ُهاَوَر(41  
 
 “Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari 
bekerja membekam: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, 
dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sha‟ makanan. 
  ُللا َل َاق َمَّلَسَو ِوْيَلَع  ُللا ىَّلَص ِِّبَّنلا ْنَع . ُوْنَع ُللا َيِض َر َرْػي َرُى بًِأ ْنَع
 اِّرُح َع َاب ٌلُجَرَو َرَدَغ َُّثُ بِ ىَطَْعأ ٌلُجَر ِةَم اَيِقْلا َمْوَػي ْمُهُمْصَخ َاَنأ ٌَةث َلاَث
 هاور ( ُهَرْجَأ ِطْعُػي َْلَو ُوْنِم َفَ ْوَػتْس َاف ًرْػيِجَأ َرَج ْأَتْسا ٌلُجَرَو ُوََنَثَ َلَك ََأف
) ىر اخبلا42  
 “Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 
“Allah Ta‟ala berfirman: ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh 
mereka pada hari kiamat: seseorang yang bersumpah atas namaku lalu 
mengingkarinya; seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu 
memakan (uang dari) harganya; dan seseorang yang mempekerjakan 
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pekerja kemudian pekerja itu menyeleasikan pekerjaannya, namun tidak 
dibayar upahnya.” (HR. Bukhari). 
 
 ْيَش ِّلُكِب َُولاَنْػيَعَسَو َِغدُلَانَدِّيَس َّنِإ ُطْىَّرلا اَهُّػَيأَاي ٍدَحَأ َدْنِع ْلَهَػف ُوُعَف ْػنَػي َلا ٍء
  ِللا  َو ْنِكَلَو ييِقْرََلأ ييِّنِإ  ِللا  َو ْمَعَػن :ْمُهُضْعَػب َلاَقَػف ؟ٍءْيَش ْنِم ْمُكْنِم
 ًلاْعُج اََنل اوُلَعَْتَ َّتََّح ْمُكَل ٍقَاِرب َاَنأ اَمَف َانوُقِّػيَضُت ْمَلَػف ْمُكاَنْفَضَتْسا ِدَقَل
  ِلل  ُدْمَْلَِا {:َُأرْقَػيَو ِوْيَلَع ُلِفْتَػي َقََلطْنَاف ِمَنَغْلا َنِم ٍعيِطَق ى َلَع ْمُىوَُلِاَصَف
 :َلَاق ،ٌةَبَلَػق ِوِب اَمَو يِشَْيَ َقََلطْنَاف ٍلاَقِع ْنِم َطِشُن َا َّنََّأَكَف} َيِْمَلاَعْلا ِّبَر
 ْعَػب َلاَقَػف ِوْيَلَع ْمُىوَُلِاَص ي ِذَّلا ُمُهَلْعُج ْمُىْوَػفْوََأف َلاَقَػف اوُمِسْقا :ْمُهُض
 ُوََلرُُكذَنَػف ِمَّلَسَو ِوْيَلضع  ُللا ىَّلَص ِِّبَّنلا َيِىتَْأن َّتََّح اوُلَعْفَػت َلا : يَىقَر يِذَّلا
 َمّلَسَو ِوْيَلَع  ُللا َّلَص ُهللا ِلوُسَر ىَلَع اوُمِدَقَػف َاُنرُمَْأي اَم َرُظْنَػنَػف َناَك يِذََّلا
 َلاَقَػف ُوَلاوُرََكذَف :َلَاق َُّثُ ٌةَيَػُقر اَهَّػَنأ َكِيرُْدياَمَو :اوُمِسْقا ُمُتْبَصَأ ْدَق          
      43 َمّلَسَو  ِوْيَلَع  ُللا َّلَص  ِلل ُلاوُس  َرَكِحَضَف اًمْهَس ْمُكَعَم يِيل اُوِبرْضاَو 
 
Dari Abu Sa‟id Ra: “Wahai kafilah, pemimpin kami digigit ular berbisa. 
Kami telah berusaha mengobatinya semampu kami, tetapi sia-sia.Apakah 
kalian memiliki obatnya? “salah seorang sahabat Nabi SAW berkata. 
“Ya, demi Allah! Aku akan membaca ruqyah untuknya. Akan tetapi, 
karena kami sudah ditolak menjadi tamu kalian, aku tidak dapat 
membacakan ruqyah untuknya kecuali bila kalian member kami upah 
untuk itu.”Mereka setuju membayar dengan sejumlah biri-biri. Kemudian 
salah seorang sahabat Nabi SAW pergi ke tempat mereka dan membaca 
(ayat dari surah Al-Fatihah) : Alhamdulillahi rabbil alamin dan meniup 
tubuh si kepala suku yang seketika tampakk sehat kembali, seakan-akan 
sudah terbebas dari semacam ikatan, lalu bangun dan mulai berjalan, 
tidak menunjukan tanda-tanda kesakitan. Mereka pun membayar dengan 
upah yang telah disepakati sebelumnya.Sahabat-sahabat Nabi SAW 
menyarankan agar mereka membagi rata upah itu.Akan tetapi, salah 
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seorang dari mereka menolak dan berkata, “jangan dulu dibagikan 
sebelum kita bertemu dengan Rasulullah SAW untuk menceritakan apa 
yang telah kita alami dan menunggu perintahnya. “Mereka pun pergi 
menemui Rasulullah SAW.Sesudah mendengar seluruh cerita mereka, 
Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana engkau tahu Surah Al-Fatihah 
bisa dibacakan sebagai ruqyah? “Kemudian Nabi SAW 
menambahkan.“Yang telah kalian lakukan benar.”Sambil mengatakan hal 
itu Rasulullah SAW tersenyum (HR. Bukhari No. 5736 dan Muslim No. 
2201). 
 
 Hadis ini menjelasakan kebolehan seseorang mengambil upah 
dalam perbuatan taat, seperti meruqyah seseorang dengan membacakan 
surat Al-fatihah.  
c. Ijma 
Mengenai disyariatkannya Ijarah, semua umat bersepakat, tidak 
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (Ijma‟) ini, sekalipun 
ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi 
hal itu tidak dianggap.
44
Manfaat dalam konsep ijarah mempunyai 
pengertian yang sangat luas meliputi imbalan manfaat atas manfaat suatu 
benda atau upah terhadap suatu pekerjaan   tertentu. Jadi, ijarah  
merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan 
yang disebut dengan sewa-menyewa . Ijarah juga mencakup transaksi 
terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya kompensasi atau imbalan 
yang disebut dengan upah mengupah.
45
 
d. Fatwa DSN-MUI 
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Upah mengupah dalam Islam diatur dalam fatwa Dewan Syari‟ah 
Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000  yang menjelaskan tentang 




1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu 
barang sering kali memerlukan manfaat suatu barang sering kali 
memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan 
hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan 
pemindahan kepemilikan itu sendiri; 
2) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna 
melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran 
upah (ujrah/fee) perlu diakomodasi; 
3) Bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga 
keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah; 
4) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu 
menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh 
LKS. 
3. Rukun dan Syarat Upah  
Rukun dan syarat upah mengupah (ijarah) telah diatur dalam 
syara‟, sehingga ijarah dapat dikatakan sah. Rasulullah mewajibakan 
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setiap muslim untuk memberikan upah kepada siapa saja yang telah 
memberikan jasa atau manfaat kepada seseorang. Adapun rukun dan 
syarat upah mengupah adalah sebagai berikut:
47
 
a. Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal 
dan atas kehendak sendiri. 
b. Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan 
berakal. Menurut ulama Hanafiyah. Syarat untuk aqid (baik yang 
menerima ataupun yang memberi upah) harus berakal dan mumayyiz, 
tidak disyaratkan harus baligh. Sedangkan ulama Malikiyah 
berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, 
sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Ulama Syafi‟iyah  dan 
Hanabilah mensyaratkan aqid harus mukallaf yaitu baligh dan berakal, 
sedangkan anak mumayyiz belum dikatakan ahli akad. Syarat 
selanjutnya adalah cakap dalam melakukan tasharruf (mengendalikan 
harta) serta saling ridha diantara kedua belah pihak.
48
 
c. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang 
dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah 
sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). 
d. Imbalan sebagai (ujrah) bayaran atau upah, dalam hal ini disyaratkan: 
1) Tidak berkurang nilainya. 
                                                             
47
  Khumedi Ja‟far, Op.Cit.,  h. 142. 
48





2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya 
harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu. 
3) Bisa membawa manfaat yang jelas. 
e. Shighat/Akad (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan: 
1) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan. 
2) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan 
lain. 
3) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.  
 
4. Macam-Macam Upah  
Pada pembahasan fiqih muamalah upah mengupah dibedakan 
menjadi dua macam yaitu: 
a. Upah yang sepadan (Ujrah al mitsli) 
Adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan 
dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah 
menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. 
b. Upah yang telah disebutkan (Ujrah al musammah) 
Upah yang disebut (Ujrah al musamma) syaratnya ketika 
disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak 
yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.Dengan 
demikian, pihak musta’jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih 





tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah 
disebutkan. 
Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan 




Pada era sekarang upah mengupah beragam jenisnya, hal 
tersebut dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga berpengaruh 
pula terhadap perkembangan dalam bidang muamalah, seperti upah 
mengupah dalam proses pemakaman jenazah 
c. Upah dalam Perbuatan Ibadah 
Upah dalam proses pemakaman jenazah dapat dikategorikan 
kedalam upah dalam hal perbuatan ibadah. Ulama Fikih berbeda 
pendapat tentang upah yang dikatagorikan kedalam upah atas 
perbuatan ibadah.Madzhab hanafiyah berpendapat bahwa ijarah atas 
perbuatan ibadah atau dalam bentuk ketaatan kepada Allah Swt seperti 
mengupah seorang mengajar Al-Qur‟an, mengupah imam shalat fardhu 
dan sebagainya haram hukumnya.
50 Ijarah dalam perbuatan taat seperti 
menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, 
atau membaca Al-Qur‟an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya 
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(yang menyewa), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia 
atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan dan hukumnya haram 
mengambil upah tersebut. Upah atas ketaatan haram berdasarkan hadis 
Rasulullah Saw. diantaranya:  
 ُءَرْػِقا َمَّلَسَو ِوْيَلَع  ُللا ى َّلَص  ِللا ُلوُسَر َلَاق ْبِش  ِنْب ِنَْحْ َّرلا ِدْبَع ْنع
اْوُلْغَػت َلاَو ُوْنَع اوُفَْتَ َلاَو ِوِب اوُرِثْكَتْسَت َلاَو ِوِب اْوُلُك َْأَتلاَو َنآْرُقْلااو .ِوْيِف
51  
 
Dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah Saw. bersabda: 
“Bacalah olehmu Al-Qur‟an dan jangalah  kamu (cari) makan dengan 
jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah 
kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianat 
padanya.”(HR. Ahmad) 
 
Dengan demikian jelas bahwa perbuatan yang termasuk ke 
dalam ibadah, maka pahalanya jatuh kepada pelakunya, oleh karena itu 
tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu. 
Menuru mazhab Hambali tidak diperbolehkan membayar upah 
atas azan, iqamat, mengajarkan Al-Qur‟an, fikih, hadis, badal haji, dan 
qadha. Perbuatan-perbuatan ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan 
taqarrub (bagi si pelakunya). Diharamkan mengambil bayaran atau 
upah untuk perbuatan tersebut. Namun mereka mengatakan boleh 
mengambil rezekinya dari baitul mal. Karena itu bukanlah kompensasi 
melainkan rezeki untuk membantunya dalam melaksanakan ketaatan, 
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hal itu tidak mengeluarkannya dari mendekatkan diri kepada Allah dan 
tidak akan menodai keikhlasannya. 
Sedangkan Mazhab Maliki, Asy Syafi‟i membolehkan 
mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur‟an dan ilmu, 
karena ini termasuk jenis imblan dari perbuatan yang diketahui dan 
dengan tenaga yang diketahui pula. Sedangkan dalam kitab al-Mahalli, 
Ibnu Hazm menceritakan bahwa Ammar bin Yasir pernah memberikan 
sesuatu kepada orang-orang yang membaca Al-Qur‟an pada bulan 
Ramadhan, kemudian berita itu terdengar oleh Umar, maka dia sangat 
membencinya. Sa‟ad bin Abi Waqqas pernah berkata: “Barangsiapa 
yang membaca Al-Qur‟an, maka akan mendapatkan dua ribu 
(kebaikan). “Umar berkata: “Apakah kamu akan memberi harga 
terhadap Kitab Allah?”52 
Ibnu Hazm mengatakan “Pemberian imbalan untuk 
mengajarkan Al-Qur‟an dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara 
bulanan maupun sekaligus. Semua itu boleh. Untuk pengobatan, 
menulis Al-Qur‟an dan menulis buku-buku pengetahuan juga 
diperbolehkan, karena nash pelarangannya tidak ada, bahkan yang ada 
membolehlannya.” Pendapat mazhab Maliki, Asy-Syafi‟i dan Ibn 
Hazm diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari 
Ibnu Abbas ra tentang upah dalam meruqyah. 
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Menurut mazhab Syafi‟i pemberian imbalan kepada yang 
memandikan mayit dan mentalqin mayit diperbolehkan. Sedangkan 
menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh menerima imbalan untuk 
memandikan mayit, akan tetapi untuk menggali dan membawa 
jenazah, diperbolehkan. 
Menurut ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq, bahwa upah 
yang diambil dalam perbuatan ketaatan haram diambil, tetapi para 
fuqoha mutakhir mengecualikan dari asal ini mengajarkan Al-Qur‟an 
dan ilmu agama (syariah), mereka menfatwakan boleh mengambil 
upah berdasarkan istihsan, setelah terputusnya pemberian yang 
diberikan kepada pengajar, pada masa awal dari orang kaya dan baitul 
mal. Agar mereka tidak tertimpa kesusahan dan sesulitan.Mereka 
membutuhkan sesuatu yang bisa menegakkan kehidupan mereka dan 
keluarganya. Kesibukan mereka dalam dunia, seperti bertani, 
berdagang dan industry akan menyia-nyiakan Al-Qur‟an dan ilmu 
agama (kesyariahan) dengan musnahnya yang membawanya. Maka 
boleh memberi kepada mereka upah karena mengajarkan sesuatu.
53
 
Sedangkan menurut Wahbah az Zuhaili, tidak sah Ijarah  atas 
takarrub dan perbuatan ketaatan seperti shalat, puasa, haji, mengimami 
shalat, azan, mengajarkan Al-Qur‟an dan ilmu Al-Qur‟an karena dapat 
menyebabkan orang pergi atau meninggalkan shalat bejamaah dan 
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mempelajari Al-Qur‟an dan ilmu Al-Qur‟an. Dan diperbolehkan 
berdasarkan kesepakatan Ijarah untuk mengajarkan bahasa Arab, 
sastra, hisab, fikih, hadis dan ilmu lainnya. 
Alasan para ulama kontemporer membolehkan mengambil 
upah atas perbuatan taat sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jazair 
bahwa fatwa para ulama kontemporer diperbolehkannya mengambil 
upah atas sebagian perbuatan taat adalah karena darurat, dikhawatirkan 
akan terabaikannya atau terlantarnya ketaatan, maka dari itu para 
ulama kontemporer membolehkan mengambil upah atas mengajarkan 
Al-Qur‟an dan yang lainnya. Para ulama kontemporer sepakat bahwa 
tidak boleh mengambil upah dari membaca Al-Qur‟an karena itu 
bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan darurat.Sebagaimana yang 
dikatakan oleh Sayyid Sabiq telah terputusnya pemberian dari 
baitulmal dan orang kaya dan takut disia siakannya agama dan ilmu-
ilmu agama dan adanya kebutuhan.
54
 
d. Upah Sewa menyewa Tanah 
Menyewakan tanah pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat 
menjelaskan akan maksud dan tujuannya, jika tanah akan ditanam, 
maka harus diketahui jenis apa tanaman yang akan ditanam di tanah 
tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa 
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saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, 
maka dinyatakan tidak sah.
55
 
e. Upah Pembekaman 
Bekam adalah upaya mengeluarkan darah dari tubuh seseorang 
dengan cara menghisapnya dengan bantuan alat.
56
  Usaha bekam tidak 
diharamkan, karena Nabi Saw.pernah berbekam dan beliau 
memberikan imbalan, kepada tukang bekam itu.Imam An-Nawawi 
berkata: “Dalam hadis yang berkenaan dengan pelarangannya, mereka 
memahami maksudnya, untuk mejauhkan usaha yang bernilai rendah 
dan dorongan kepada makarin el akhlaq (sikap yang terpuji), dan 
keluruhan tindakan. 
f. Upah Perburuhan 
Buruh merupakan orang yang menyewakan tenaganya kepada 




5. Batal dan Berakhirnya Upah 




a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan 
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b. berakhirnya masa yang telah ditentukan  
c. selesainya pekerjaan. 
d. Pembatalan akad. 
6. Hikmah Upah  
Tujuan dibolehkan ujrah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 
keuntungan materil.Namun itu bukanlan tujuan akhir karena usaha yang 
dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan 
diri kepada Allah Swt. 
Adapun hikmah diadakannya ujrah antara lain:
59
 
a. Membina ketentraman dan Kebahagiaan 
Adanya  ijarah akan mampu membina kerja sama antara mu’jir 
dan musta’jir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. 
Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang 
member jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.Apabila 
kebutuhan hidup terpenuhi maka musta’jir tidak lagi resah ketika 
hendak beribadah kepada Allah Swt. 
Transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap 
masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat 
mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.. 
b. Memenuhi nafkah keluarga  
                                                             





Salah satu kewajiban seorang muslim adalahh memberikan 
nafkah kepada keluarganya, yang meliptui istri, anak-anak dan 
tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima musta’jir  
maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. 
c. Memenuhi Hajat Hidup Masyarakat 
 Adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, 
maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut 
bekerja maupun yang menikmati hasil kerja tersebut. Maka ujrah 
merupakan akad yang mempunya unsur tolong menolong antar 
sesama. 
d. Menolak kemungkaran 
 Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak 
kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang 
yang menganggur. Pada intinya hikmah  ijarah yaitu untuk 
memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan. 
 
B. Jenazah 
1. Pengertian Jenazah 
Kata jenazah diambil dari bahasa Arab  )ةز انج) yang berarti tubuh 
mayat dan kata زانج yang berarti menutupi. Jadi, secara umum kata jenazah 







 Pada Ensiklopedia Islam jenazah berarti segala yang 
berkaitan dengan proses pemakaman dan pengkafanan bagi si mayit.
61
 
Menurut istilah jenazah adalah seseorang yang meninggal dunia dan 
berpisahnya ruh dengan jasadnya.Jenazah menurut Hasan Sadiliy mempunyai 
arti “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa 
kehidupannya dengan alam dunia.
62
 
Kata jenazah dalam kamus Al-Munawwir diartikan sebagai seseorang 
yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam keranda.
63
 
2. Pengurusan Jenazah 
a. Memandikan Jenazah 
Kebanyakan ahli fiqh, termasuk didalamnya Imam Abu Hanifah, 
Imam Syafi‟I, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan 




Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan 
jenazah, salah satunya adalah orang yang berhak dalam memandikan 
jenazah. Para ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan 
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mayat laki-laki adalah laki-laki dan yang memandikan mayat perempuan 
adalah perempuan.  
Perbedaan pendapat terjadi dalam menetpakan hokum seseorang 
suami memandikan mayat istrinya atau sebaliknya, isteri memandikan 
mayat suami. Ahli fiqh dari kalangan hanabilah berpendapat, suami tidak 
boleh memandikan mayat isterinya, karena hubungan perkawinan antara 
keduanya telah berakhir seiring dengan kematian isterinya, akan tetapi jika 
tidak ada yang memandikan selain suami, maka dalam keadaan ini suami 
boleh dengan mentayamumkan dan tidak boleh memandikannya, karena 
dengan tayamum hal-hal yang tidak baik dapat dihindari. Lain halnya jika 
yang meninggal lebih dulu adalah suami, dalam hal ini, menurut 
Hanabilah, boleh istri memandikannya karena statusnya sebagai istri masih 
langsung selama ia dalam iddah wafat.
65
 
Jika mayat itu seorang laki-laki maka yang lebih utama 
memandikannya ialah laki-laki yang tergolong „asabahnya, yaitu bapak, 
nenek, anak, cucu, saudara kandung, anak saudara, paman dan anak paman. 
Diantara mereka yang diutamakan adalah mereka yang dekat nasabnya 
dengan si mayat.
66
 Sedangkan yang lebih utama memandikan mayat 
perempuan adalah kerabatnya yang mahramah (seanadainya ia laki-laki 
diharamkan baginya menikahinya), seperti ibu, putri, saudari kandung, 









putri dari saudara, putri saudara laki-laki, tante, dan bibi. Mereka ini 
diutamakan menurut kedekatan nisabnya dengana mayit.
67
 
Pada proses memandikan jenazah ada hal-hal yang disunahkan 
dalam pelaksanaannya. Diantaranya sebagai berikut:
68
 
1) Mewudhukan jenazah sebagaimana berwudhu ketika seseorang hendak 
melaksanakan shalat. 
2) Menggunakan air yang dicampur daun bidara dan sabun pada semua 
basuhan, serta menggunakan kapur pada basuhan terakhir. Hal ini sesuai 
dengan sabda Nabi Saw yang berbunyi:  
 اْوُلِسَْغأ  َل َاق  َمَّلَسَو  ِوْيَلَع  ُللا  َّلَص  َِّبَّنلا  ََّنا اَمُهْػنَع  ُللاا  َيِضَر  ٍساَّبَع  ِنْبا نَع
69 ِو ْيَػبْوَػث  ِف اْوُػنِّفََكو  ٍءَابِ 
Dari ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Mandikanlah 
mayat itu dengan air dan bidara, dan kafanilah ia dengan kedua 
pakaiannya.” (HR. Muttsfsq „Alaih). 
 
3) Mendahulukan anggota badan bagian kanan dan mengganjilkan 
basuhan. 
4) Menekan perut jenazah secara lembut ketika memandikannya , untuk 
mengeluarkan kotoran dalam perut jenazah. 




Sayyid Sabbiq, Fikih Sunnah 4, (Bandung: Al Maarif, 1996), h. 83. 
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5) Memakai sarung tangan bagi orang yang memandikannya. 
b. Mengkafani Jenazah 
Hukum mengafani (membungkus) mayat itu adalah fardhu kifayah 
atas orang yang hidup. Kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia 
meninggalkan harta, jika ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya 
menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia gidup. 
Jika yang wajib memberi belanja itu juga tidak mampu, hendaklah 
diambilkan dari baitulmal dan diatur menurut hokum agama Islam. Jika 
baitulmal  tidak ada atau tidak teratur, maka hal itu menjadi kewajiban 




Adapun mengenai kain kafan disunahkan hal-hal sebagai berikut:
71
 
a. Hendaklah bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh 
b. Hendaklah putih warnya 
c. Hendaklah diberi wangi-wangian 
d. Bagi laki-laki hendaklah tiga lapis, sedang bagi perempuan lima lapis. 
Nabi Saw mewajibakan seorang muslim untuk mengkafani jenazah, 
dalam hal ini hukum mengkafani jenazah ialah fardhu kifayah, Nabi Saw 
bersabda: 
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  ِف اْوُػنِّفَك   َلَاق  َمَّلَسَو  ِوْيَلَع  ُللا  َّلَص  َِّبَّنلا  ََّنا  ُوْنَع  ُللاا  َيِضَر  ٍساَّبَع  ِنْبا نَع
72.ِوْيَػبْوَػث 
 
Dari Ibnu Abbas ra., sesungguhnya Nabi Saw berkata: “Kafanilah dia 
(orang yang mati ketika ihram) dengan kedua pakaiannya”. (HR. Al-
Jamaah). 
 
Pada hadis di atas menerangkan tentang perintah mengkafankan 
orang yang telah wafat, dalam hadis tersebut menceritakan tentang orang 
yang ketika berihram kemudia wafat atau meninggal dunia, kemudia 
Rasulullah memerintahkan untuk mengafani jenazah tersebut dengan kedua 
pakaian ihramnya.  
c. Menshalatkan Jenazah 
Para ahli sepakat menetapkan bahwa hukum shalat jenazah itu 
adalah wajib atau fardhu kifayah berdasakan hadis Nabi Saw berikut: 
.ْمُكْبِح اَص  َيلَع اوُّلَص  َمَّلَسَو  ِوْيَلَع  ُللا  ُلوُسَر  َلاَقَلاَقُهْػنَع ةَرْػيَرُى ْبَِأ ْنَع 
Dari Abu Hurairah ra., ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw pernah 
berkata: “Salatkanlah (jenazah) sahabatmu.” (HR. Bukhori dan Muslim). 
Shalat jenazah lebih dianjurkan berjamaah, tetapi jika yang hadir 
hanya sendirian maka ia wajib melaksanakannya secara sendirian.
73
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Disyaratkan jenazah yang dishalatkan memenuhi dua hal, yaitu: mayat 
tersebut beragama Islam dan tidak mati syahid. 
Syarat dalam shalat jenazah sama seperti halnya shalat pada 
umumnya yaitu, dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menutup aurat, 
terhindar dari haid dan nifas. Perbedaan shalat jenazah dengan shalat pada 
umumnya adalah waktu pelaksanaanya tidak disyaratkan yaitu bisa kapan 
saja. Pelaksanaannta terdiri dari paling sedikit tjuh rukun yaitu: 
1) Niat 
2) Berdiri, tidak diperbolehkan duduk jika mampu 
3) Takbir empat kali 
4) Membaca surat Al-Fatihah 
5) Membaca shalawat atas Rasulullah Saw 
6) Membaca doa untuk jenazah 
7) Mengucap salam 
 
d. Mengurburkan Jenazah 
Setelah jenazah dikafankan, selanjutnya jenazah kemudian haruslah 
di kuburkan. Perintah untuk segera menguburkan jenazah terdapat dalam 
Al-Qur‟an surat Abasa ayat ke 21 yang berbunyi: 
 ُهَر َػب ْػق َأ َف ُو َتا َم َأ َُّثُ 
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Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. (QS. 
Abasa  (80): 21). 
Adapun tujuan menguburkan jenazah ialah untuk menjaga agar 
tidak timbul bau busuk dan menghidarkan si mayat dari mangsa binatang 
buas.
74




1) Memasukkan jenazah ke dalam kubur dengan memulai dari bagian kaki 
kemudian bagian kepala. 
2) Orang yang lebih baik memasukkan jenazah ke dalam kubur adalah 
keluarganya, namun apabila tidak ada kerabat atau keluarga terdekat 






LAPORAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang 
Kabupaten Lampung Selatan 
 
1. Sejarah Berdirinya Desa Lematang 
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Awal mula terbentuknya desa Lematang yaitu dimulai dengan 
kedatangan H. Abdul Hamid dan H. Madinah yang berasal dari 
Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Pada mulanya Kedatangan keduanya 
hanya untuk mencari lahan pertanian. Namun setelah berpindah-pindah 
tempat, akhirnya H. Abdul Hamid dan H. Madinah menemukan hutan 
yang dekat dengan sungai dan akhirnya mereka mendirikan tempat 
tinggal di tempat tersebut. Tempat dimana mereka mendirikan tempat 
tinggal tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya desa Lematang. 
Desa Lematang sendiri diketahui telah berdiri sejak tahun 1909. 
Nama Lematang sendiri diambil dari nama sungai besar yang ada 
di Lahat Sumatera Selatan. Sejak datang dan menetap H. Abdul Hamid 
dan Hj. Madinah, kemudian keluarga besar mereka pun datang dan ikut 





Tabel 1.  
Nama-Nama Lurah/Kepada Desa 
Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Lematang 
No Periode Nama Kepala Desa 
1 Sebelum 1958 Tidak Diketahui 
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2 1958-1972 H.M.Akip 
3 1972-1974 H. A. Husein 
4 1974-1975 Yani 
 
5 1975-1977 Husni 
6 1977-1980 H. Arpan 
8 1980-1988 H. Sutama Abas 
9 1988-1998 H. A.Nurdin 
10 1998-2013 H. Zainuddim Abus 
 
11 2013-2018 Bamba 
 
Sumber: Desa Lematang  
 
2. Kondisi Geografis Desa Lematang 
Desa Lematang merupakan salah satu Desa yang terletak di 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupten Lampung Selatan. Desa Lematang 
memiliki luas wilayah ±750 Hektar. 
a. Desa Lematang terdiri dari 8 (delapan) Dusun sebagai berikut: 
1) Dusun I  : Lematang Ulu 
2) Dusun II  : Jalan Sutami  
3) Dusun III : Kampung Sawah 
4) Dusun IV : Lubuk Bais 
5) Dusun V : Lematang Asri 
6) Dusun VI : Lematang Bawah 
7) Dusun VII : Mojosongo 
8) Dusun VIII : Rilau Gadis 
a. Letak Geografis Desa Lematang terletak diantara: 
Dusun Induk yang terdiri dari Dusun 1, 2, 3, 5, 6, 8 memiliki batas 
wilayah sebagai berikut: 
1) Utara   : PTPN/ Desa Sabah Balau 
2) Selatan   : Desa Sukanegara dan Galih Lunik 





4) Timur  : Desa Sukanegara 
Dusun Lubuk Bais/ Dusun Kantong yang terdiri dari Dusun 4 dan 
Dusun 7 memiliki batas wilayah sebagai berikut: 
1) Utara  : Desa Gedong Agung 
2) Selatan   : Desa Sindang Sari 
3) Barat  : Desa Way Galih 
4) Timur   : Desa Sindang Sari 
 
b. Topografi 
1) Luas kemiringan lahan (rata-rata)            : 158,566 Ha 
2) Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) : 100m 
c. Klimatologi 
1) Suhu     : 27 ºC – 30 ºC 
2) Curah Hujan  : 2000/3000 mm 
d. Luas Lahan Pertanian 
1) Sawah teririgasi   : 122,180 Ha 
2) Sawah tadah hujan  : 6,280 Ha 
e. Luas Lahan Pemukiman  : 30,106 Ha 
f. Orbitasi 
Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat  : 12 Km 
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan : 1 Jam 
Jarak ke Ibukota Kabupaten   : 55 Km 
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten : 2,5 Jam 
3. Keadaan Demografis Desa Lematang 
a. Jumlah Penduduk 
Jumlah laki-laki  :  1424 
1) 0 – 15 Tahun  :  213 





3) Diatas 55 Tahun  :  274 
Jumlah Perempuan  :  1433 
1) 0 – 15 Tahun  :  230 
2) 16 – 55 Tahun  :  665 
3) Diatas 55 Tahun  :  289 
Total Jumlah Penduduk  :  2857 
4. Kondisi Sosial Budaya Desa Lematang 
Tabel 2. Kondisi Sosial Budaya Desa 
No. Uraian Jumlah Keterangan 
1. Kesejahteraan Sosial   
  a.Jumlah KK Prasejahtera 138  
 b.Jumlah KK Sejahtera 103  
 c. Jumlah KK Kaya 94  
 d. Jumlah KK Sedang 168  
 e. Jumlah KK Miskin 72  
2. Tingkat Pendidikan   
 a. Tidak tamat SD 563  
 b. SD 895  
 c. SLTP 376  
 d. SLTA 210  
 e. Diploma/Sarjana 40  
3. Mata Pencaharian   
 a. Buruh Tani 639  
 b. Petani 487  
 c. Peternak -  
 d. Pedagang 11  
 e. Tukang Kayu 12  
 f. Tukang Batu 15  
 g. Penjahit 13  
 
 





 i. Pensiunan 3   j. TNI/Polri 8  
 k. Perangkat Desa 8  
 l. Pengrajin 3 Pembuatan 
songkok  m.Industri kecil 12 Pembuatan 
krupuk  n. Buruh Industri 105  
 o. Lain-lain 743  
4. Agama   
 a. Islam 2084  
 b. Kristen -  
 c. Protestan -  
 d. Katolik -  
 e. Hindu -  
 f. Budha -  
Sumber: Desa Lematang 
5. Visi-Misi Desa Lematang 
Visi Desa Lematang 
a. Mewujudkan desa Lematang maju, mandiri dan sejahtera. 
Misi Desa Lematang 
a. Mewujudkan pemerintah desa yanag tertib dan berwibawa 
b. Mewujudkan sara dan prasarana Desa yang memadai 
c. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga Desa 
6. Struktur oraganisasi Desa Lematang 
Daftar Perangkat Desa 
 
Kepala desa    :  Bamba 
Sekretaris Desa   :  Ipan Sapriadi, S.Si 
Bendahara Desa   :  M. Saferi 





Kasi Kesejahteraan   :  Zulkarnain 
Kasi Perencanaan    :  Iwan Safrizal 
Kaur Tata Usaha dan Umum  :  Zahri 
Kaur Keuangan   :  Susi Lidiya Sari 
Kaur  Pelayanan   :  Bobby Ridwan 
Operartor Desa   :  Chelsi Ananda 
Petugas Kebersihan Desa  :  Ruslini 
Kepala  Dusun 1   :  A. Sahudin 
Kepala  Dusun 2   :  Muslim Aabbdullah 
Kepala  Dusun 3   :  Sumarno 
Kepala  Dusun 4   :  Mulaip 
Kepala  Dusun 5   :  Burhanudin 
Kepala  Dusun 6   :  Harisun 
Kepala  Dusun 7   :  Sugeng 
Kepala  Dusun 8   :  Samsul Rizal 
 
B. Praktik Upah Mengupah dalam Proses Pemakaman Jenazah di Desa 
Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 
 
Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang saling membutuhkan 
satu sama lain. Setiap orang tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya 
dengan dirinya sendiri. Maka dari itu Allah memerintahkan hamba-Nya untuk 
saling tolong menolong. Salah satu hubungan manusia dalam interaksi sosial 
yang sesuai dengan syariat ialah bermuamalah. Dalam bermuamalah terdapat 
sikap saling tolong menolong. Upah mengupah merupakan salah satu bentuk 






Proses pemakaman jenazah merupakan suatu ibadah yang hukumnya 
fardhu kifayah. Dimana apabila seorang muslim meninggal dunia, maka setiap 
muslim yang lainnya memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah saudara 
sesama muslim yang meninggal dunia tersebut. Di era sekarang, pemberian 
upah kepada orang yang mengurus jenazah merupakan sebuah kebiasaan atau 
tradisi di suatu daerah tertentu. Lazimnya orang yang bekerja memberikan 
sebuah jasa, maka berhak untuk diberikan upah. 
Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah  di Desa Lematang 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dikakukan oleh 
orang khusus yang telah dipercaya untuk mengurus jenazah, sebab tidak  
semua orang mampu melaksanakannya. Dasar kepercayaan masyarakat ialah 
karena telah diketahui bahwa terdapat orang yang dikatakan telah terbiasa 
mengurus jenazah dan telah banyak masyarakat yang meminta bantuan si 
pengurus jenazah tersbut. Adapun hal yang mendasari masyarakat dikatakan 
tidak mampu melaksanakan proses pemakaman seperti memandikan, 
mengkafani, mengimami sholat jenazah, serta menguburkan ialah kurangnya 
pengetahuan serta rasa takut ataupun tidak percaya diri dalam melangsungkan 
proses pemakaman jenazah, karena menurut mereka proses pemakaman 
jenazah merupakan hal yang sakral dan tidak bisa sembarangan, 
dikhawatirkan tidak sah dalam pelaksanaannya, sehingga harus dilakukan oleh 







 Selain itu menurut bapak Mursid Khalik sebagai 
pengurus yang aktif dalam proses memandikan sekaligus mengafani jenazah, 
kurangnya rasa ingin tahu untuk mempelajari tata cara proses pemakaman 
jenazah merupakan salah satu penyebab adanya praktik upah mengupah dalam 
proses pemakaman jenazah, namun meski demikian masih ada masyarakat 
yang  ikut serta dalam proses pemakaman jenazah meskipun bukan termasuk 
dalam anggota pengurus jenazah. 
Proses pengurusan jenazah tidak hanya memandikan dan mengkafani 
saja yang diberi upah, melainkan seorang yang menjadi imam pun dalam hal 
ini masyarakat memberikan upah. Begitupun layaknya penggali kubur yang 
mendapatkan upah. Dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang 
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan memilik tradisi 
memberikan upah kepada pengurus jenazah, baik dalam memandikan, 
mengkafani, serta yang menjadi imam dan kepada penggali kubur. Upah yang 
biasa diberikan masyarakat berupa uang ataupun barang. Upah berupa uang 
yang diberikan berkisar antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, selain itu upah 
yang diberikan dapat berupa barang seperti kain ataupun beras. Untuk kain 
sendiri masyarakat biasanya memberikan satu hingga dua buah kain, 
pemberian kain tersebut diberikan apabila masyarakat telah memliki kain 
simpanan yang sengaja dibeli untuk disimpan dan dipakai apabila dibutuhkan. 
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Sedangkan untuk beras sendiri masyarakat terbiasa memberikan beras 
sebanyak 2 Kg sampai dengan 5 Kg beras. Pemberian upah dengan uang atau 
barang tersebut sebenarnya tidak ada ketentuan khusus, hanya saja tergantung 
masyarakat yang terkena musibah menilai imbalan apa yang lebih bermanfaat 
untuk diberikan kepada pengurus jenazah tersebut.  
Berdasarkan wawancara dengan para pengurus jenazah upah tersebut 
sebenarnya tidak ditetapkan oleh pengurus, namun ketetapan upah yang ada 
berdasarkan kebiasaan masyarakat yang memberikan upah dengan kisaran 
uang antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, tiap kepala tergantung kondisi si 
keluaraga yang ditinggalkan, apabila tergolong keluarga menengah kebawah 
maka uang yang diberikan biasanya berjumlah Rp.20.000 sedangkan apabila 
keluarga yang ditinggalkan tergolong keluarga menengah keatas uang yang 
diberikan biasanya Rp.50.000, namun tidak ada paksaan dalam hal itu dan 
begitupula pemberian upah berupa barang seperti kain ataupun beras. 
Kebiasaan yang ada menjadikan besaran atau barang yang diberikan menjadi 
sebuah ketetapan pengeluaran masyarakat apabila memberikan upah atau 
imbalan. 
Dalam proses memandikan sekaligus mengkafani jenazah biasanya 
dilakukan oleh tiga orang khusus yang telah terbiasa memandikan dan 
mengkafani jenazah. Bapak Mursid Khalid, bapak Murkodi dan bapak 
Hamsari Nurdin. Sedangkan pengurus jenazah untuk pihak perempuan ibu 









Bapak Murkodi yang berprofesi sebagai buruh, mengaku tidak 
menjadikan pengurusan jenazah menjadi sebuah profesi, ia hanya bisa 
membantu jika ada keluarga yang membutuhkan bantuannya, dan apabila 
keluarga memberikannya imbalan, menurutnya itu merubakan sebuah bonus 
dari apa yang dikerjakannya. Disisi lain ia mengerjakan suatu ibadah, yang 
InsyaAllah diberikan pahala, dan disisi lain ia mendapat imbalan baik 
berbentuk uang ataupun barang di dunia, dan semua itu patut disyukuri oleh 
dirinya. Menurutnya tidak semua masyarakat dapat mengerjakan atau 
melangsungkan proses pemakaman jenazah, seperti dalam hal memandikan 
dan mengkafani jenazah. Berbagai hal yang melatarbelakangi masyarakat 
tidak dapat mandiri untuk memandikan dan mengkafani jenazah, sehingga 
masyarakat harus memanggil para pengurus jenazah untuk memimpin ataau 
memandu jalannya proses pemakaman jenazah.
79
 
Menurut Ibu Jamaiyah dirnya mengaku ikhlas dalam memandikan dan 
mengkafani jenazah, untuk pemberian upah, ia tidak kecewa jika upah yang 
diberikan tidak begitu besar dan bahkan jika sama sekali tidak ada untuk 
memberi ia tidak merasa keberatan jika tidak diberikan imbalan apapun. 
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Namun masyakarat kebanyakan selalu memberi, hampir tidak pernah 
masyarakat tidak memberi sesuatu kepada para pengurus jenazah termasuk 
dirinyaa. Menurutnya masyarakat seharusnya tidak perlu merasa sungkan, 
sehingga harus memaksakan diri ketika tidak dapat memberi kepada para 
pengurus jenazah. Sedangkan menurut Ibu Sukiyah pemberian upah kepada 
dirinya yang ikut dalam pengurusan jenazah merupakan sesuatu yang wajar. 
Upah yang diberikan masih dalam batas wajar, ia mengaku ketika diberikan 
upah maka ia akan mengambil apa yang diberikan kepadanya tersebut. Apa 
yang diberikan tersebut menurutnya sebuah rezeki yang berasal dari Allah 
Swt. yang patut disyukuri dan diterima. Selama ia mengurus jenazah ia 
mengaku hampir tidak pernah tidak menerima imbalan.
80
 
Menurut penuturan Ibu Kasiah, ia mengaku telah lama menjadi 
pengurus jenazah, ia lupa kapan tepatnya ia menjadi pengurus jenazah, namun 
hampir 20 tahun lebih ia mengurus jenazah terutama dalam hal memandikan 
dan mengkafani jenazah. Ibu kasiah yang sehari harinya berprofesi sebagai 
ibu rumah tangga mengaku ia belajar mengurus jenazah ketika ia ikut 
memandikan saudaranya yang meninggal dunia, kemudian ia belajar dari 
ustadzah yang sering mengurus jenazah ketika itu, dari sanalah ia mulai 
belajar mengurus jenazah dan menjadi pengurus jenazah hingga sekarang ini. 
Menurutnya pemberian upah yang diberikan masyarakat ketika dirinya selesai 
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memandikan dan mengkafani jenazah, meski tidak begitu besar jumlahnya ia 
mengaku dapat bermanfaat untuk dirinya, uang tersebut dapat ia belajakan 
untuk membeli bahan makanan, seperti telur, mie instan dan sebagainya, 
sedangkan untuk barang sendiri, jika barang tersebut berupa beras, maka 
dapat dimasak dan dimakan untuk keluarganya dan jika kain maka kain 
tersebut dapat disimpan untuk keperluan lain seperti dapat digunakan ketika 
ada yang wafat atau terkadang menurutnya kain tersebut diberikan ke penjahit 
untuk dijahit menjadi baju, namun untuk kain lebih sering ia simpan sebagai 
simpana jika ada yang wafat. Ia mengaku ikhlas memandikan dan mengkafani 
jenazah, menurutnya tradisi masyarakat untuk memberikan upah merupakan 




Imam sholat jenazah sendiri dipercayakan kepada bapak Hasan Ali, 
bapak Abdul Aziz dan bapak Khatibi, sebagai pemuka agama yang biasa 
menjadi imam dalam sholat fardhu dan khususnya dalam sholat jenazah. 
Menurut bapak Hasan dirinya tidak pernah memaksakan masyarakat untuk 
memberikan upah, begitu ia selesai menjadi imam dalam shalat jenazah. Ia 
tidak mempermasalahkan kebiasaan masyarakan untuk memberikan upah 
kepada para pengurus jenazah. Menurut nya ketika ia diberikan amplop 
berupa uang ataupun barang berupa kain ataupun beras, ia merasa sangat 
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berterimakasih dengan apa yang diberikan, bapak Hasan menganggap apa 
yang diberikan tersebut sebagai rezeki yang diberikan kepada dirinya.
82
 
Begitupula menurut bapak Abdul Aziz, ia mengaku apabila diberikan sesuatu 
berupa uang ataupun barang ketika dirinya selesai menjadi imam dalam shalat 
jenazah, maka ia menerima dengan senang hati pemberian tersebut, namun 
menurut nya apabila masyarakat tidak mampu untuk memberikan sesuatu 
kepada para pengurus jenazah, maka tidak perlu dipaksakan untuk memberi. 
Namun karena kebiasaan yang ada, banyak dari masyarakat yang 
memaksakan untuk memberi imbalan kepada pengurus jenazah.
83
 Sedangkan 
menurut bapak Khatibi ia mengaku juga tidak pernah menetapkan ataupun 
memaksakan masyarakat untuk memberikan imbalan kepada dirinya, ia hanya 
menjalankan kewajiban, namun apabila ia diberikan imbalan, maka apa yang 
diberikan oleh seseorang harus diterima dengan senang hati, ia menganggap 
pemberian tersebut sebagai bentuk rezeki yang diberikan kepadanya, sama 
halnya ketika kita membaca ayat Al-Qur‟an ketika ada masyarakat yang 
memiliki hajat seperti pengajian ataupun pernikahan, maka yang membaca 
ayat suci Al-Qu‟ran tersebut akan diberikan sebuah imbalan. Hal seperti itu 
telah menjadi sebuah profesi di era sekarang. Menurut bapak Khatibi yang 
paling  penting dalam menjalankan sebuah ibadah ialah keikhlasan dan 
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mengharap keridhoan Allah Swt. bukan mengharapkan sebuah imbalan dari 
seseorang yang meminta bantuan kepada diri kita.
84
  Sedangkan untuk para 
penggali kubur dilakukan oleh Bapak Pariman, Bapak Rasid, Bapak Teguh, 
Bapak Yanto, Bapak Rusmiadi, Bapak Hasan, dan Bapak Kholik. 
Pada proses menshalatkan jenazah pemberian imbalan hanya diberikan 
kepada orang yang menjadi imam saja, sedangkan untuk mereka yang menjadi 
makmum tidak diberikan imbalan. Selain memandikan, mengkafani, dan 
menshalatkan jenazah yang diberikan upahnya, masyarakat juga biasa 
memberikan upah kepada penggali kubur, untuk menguburkan jenazah, 
biasanya masyarakat ikut turun untuk mengantar jenazah dan membantu 
menguburkan, namun di desa Lematang terdapat 7 orang khusus yang 
berprofesi sebagai penggali kubur. Untuk penggali kubur sendiri berbeda 
dengan pengurus yang memandikan, mengkafani dan menshalatkan. Upah 
yang diberikan kepada penggali kubur pun berbeda, menurut bapak Pariman 
dan bapak Rasid terdapat ketetapan dalam upah penggali kubur. Besaran upah 
penggali kubur ialah Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 tiap kepala, 
biasanya untuk menggali kubur tidak semua penggali ikut dalam menggali, 
hanya 4 sampai 5 orang saja yang ikut menggali kubur. Untuk penggalian 
kubur masyarakat biasanya memberikan uang lebih karena pekerjaan 
menggali kubur tergolong pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar. 
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Menurut para penggali kubur, uang yang diberikan sebagai upah sebagian 
mereka ambil sebagai upah lelah dan sisanya dimasukan ke dalam uang kas  . 
Uang kas yang ada kemudian menurut bapak Pariman akan dibelikan 
peralalatan untuk proses penggalian kubur, seperti lampu petromak, senter, 
terpal, genset, dan untuk perbaikan keranda jika rusak dan untuk keperluan 
pemakaman lainnya. 
Upaya masyarakat untuk meninggalkan dan meringankan keluarga 
yang apabila ditingggal meninggal dunia oleh keluarganya telah dilakukan, 
yaitu dengan cara mengadakan Rukun Kematian yaitu memungut biaya untuk 
keperluan kematian kepada masyarakat, dengan iuran perbulan sebesar 
Rp.5000, namun usaha tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. 
Banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti Rukun Kematian dan masih 
banyak masyarakat yang tidak membayar karena berbagai hal. Sehingga pada 
akhirnya rukun kematian tidak berjalan lagi sesuai dengan harapan, Rukun 
Kematian tersebut kemudian digantikan dengan cara menagih uang iuran 
sebesar Rp.3000., setiap kali ada warga yang keluarganya meninggal dunia, 
namun tidak semua masyarakat memberikan uang iuran ketika ada keluarga 
yang tertimpa musibah. Uang iuran sebesar Rp.3000 tersebut kemudian 
diberikan kepada keluarga yang tertimpa musibah, uang tersebut masyarakat 





Berikut beberapa praktik upah mengupah dalam proses pemakaman 
jenazah yang diperoleh dari desa Lematang Kecamatn Tanjung Bintang 
Kabupaten Lampung Selatan. 
1. Ibu Nurbaiti salah satu keluarga yang menggunakan jasa pengurus jenazah 
baik dalam proses memandikan hingga menguburkan. Dalam hal ini ibu 
nurbaiti memberikan upah Rp.25.000 kepada tiap kepala, dalam hal ini 
pengurus yang memandikan sekaligus mengkafani berjumlah dua orang 
inti sebagai pengurus tetap yang mengarahkan tata cara memandikan dan 




2. Bapak Samsiah merupakan warga desa Lematang Kecamatan Tanjung 
Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang pada tahun 2018 ditinggal 
wafat oleh salah satu kerabat terdekatnya. Ketika itu ia memanggil 
pengurus jenazah untuk membantu menyelenggarakan proses pemakaman 
jenazah. Ketika hari ke tujuh setelah wafatnya kerabat terdekat pak 
Samsiah, ia memberikan uang kepada para pengurus yang ikut membantu 
menyelenggarakan proses pemakaman jenazah sebesar Rp.20.000 kepada 
tiap kepala yang membantu dalam penyelenggaraan jenazah. Adapun 
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alasan bapak Samsiah memanggil pengurus jenazah ialah kurang 
pahamnya pihak keluarga dalam proses penyelenggaraan jenazah.
86
 
3. Pada akhir tahun 2017 salah satu keluarga ibu Maryani meninggal dunia, 
ketika itu ibu maryani meminta bantuan untuk pengurus jenazah 
kerabatnya tersebut. Ibu maryani beserta keluarga tetap mengikuti proses 
penyelenggaraan jenazah dengan diarahkan oleh pengurus jenazah. Ketika 
itu ibu maryani memberikan satu buah kain untuk diberikan kepada para 
pengurus jenazah yang ketika itu membantu mengurus jenazah 
keluarganya. Adapun alasan ibu Maryani menggunakan jasa pengurus 
jenazah ialah pihak keluarga takut tidak sah dalam menyelenggarakan 
proses pemakaman, maka dari itu menurut pihak keluarga diperlukan 
seseorang yang telah terbiasa atau dapat dikatakan ahli dalam pengurusan 
jenazah, meski begitu pihak keluarga tidak lepas tangan atau tetap 
mengikuti proses penyelenggaraan jenazah keluarganya sendiri.
87
 
4. Menurut bapak M. Ulmi yang ditinggalkan kerabatanya pada tahun 2018. 
Adapun proses upah yang dilakukan hampir sama dengan keluarga ibu 
Maryani, yaitu dengan memberikan satu buah kain untuk diberikan kepada 
para pengurus jenazah yang ketika itu membantu mengurus jenazah 
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keluarganya. Kain tersebut diberikan keluarga bapak M. Ulmi dua hari 
setelah proses pemakaman. Menurutnya 
88
 
5. Menurut keterangan bapak Sarmono yang pernah memanggil pengurus 
jenazah ketika kerabatnya (orang tua) meninggal dunia, ia pernah 
memberikan beras 2 Kg kepada para pengurus jenazah yang membantu 
proses pemakaman jenazah tersebut. Ketika itu menurut keterangan bapak 
Sarmono selain para pengurus inti yang memang biasa mengurus jenazah, 
masyarakat sekitar pun ikut membantu dalam proses penyelenggaraan 
jenazah. Adapun alasan bapak Sarmono menggunakan jasa pengurus 
jenazah ialah kurang pahamnya pihak keluarga dalam pengurusan jenazah, 
mereka khawatir apabila salah dalam proses penyelenggaraan jenazah 
maka tidak sah dan mereka merasa kasihan kepada mayit apabila tidak 
benar dalam menyelenggarakan pemakaman.
89
 
6. Menurut keluarga bapak Rasmana yang pada Januari 2019 lalu 
ditinggalakan keluarganya, pihak keluarga merasa tidak sanggup untuk 
melangsungkan proses pemakaman, dikarenakan rasa sedih kehilangan 
anggota keuarganya, meski begitu beberapa keluarga tetap membantu 
pengurus jenazah setempat dalam penyelenggaraan jenazah. Pihak 
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keluarga bapak Rasmana memberikan uang Rp.25.000 kepada tiap 
pengurus yang ikut dalam penyelenggaraan jenazah. 
7. Menurut bapak Efendi Zulhadi, memberikan sesuatu kepada orang yang 
biasa mengurus jenazah merupakan hal yang biasa dan telah menjadi 
tradsi warga setempat. Ketika itu bapak Efendi Zulhadi yang ditinggalkan 
keluarganya pada tahun 2018, memberikan uang Rp.20.000 kepada tiap 
anggota inti yang mengurus jenazah. Adapun alasan pihak keluarga 
memberikan uang tersebut ialah karena kebiasaan yang telah ada di desa 
setempat, dan mereka menganggap bahwa memberikan uang kepada 
pengurus jenazah merupakan shadaqah untuk si mayit.
90
 
8. Bapak Zauhari yang pernah dibantu oleh pengurus jenazah mengaku 
bahwa ia memberikan 2 buah kain kepada pengurus jenazah yang ketika 
itu membantu proses penyelenggaraan jenazah keluarganya yang wafat 
pada tahun 2017 lalu. Adapun alasan bapak Zauhari meminta bantuan 
kepada pengurus jenazah ialah karena kurang pahamnya pihak keluarga 
dalam porses penyelenggaraan jenazah.
91
 
9. Menurut bapak Bachri Udin yang pernah memanggil pengurus jenazah 
untuk mengurus jenazah salah satu keluarganya, ia memberikan imbalan 
berupa uang sejumlah Rp.30.000 kepada para pengurus. Adapun alasan 
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beliau memberikan upah ialah sebagai ucapan terima kasih dari pihak 
keluarga serta agar pihak yang membantu ikhlas, walaupun pihak 




10. Menurut bapak Lukman yang juga pernah di bantu dalam proses 
penyelenggaraan jenazah pada tahun 2019, ia mengaku hanya memberi 
uang sejumlah Rp.100.000 kepada 3 orang inti yang membantu dalam 
proses penyelenggaraan. Uang tersebut diberikan perwakilan, untuk 
selanjutnya dibagi 3. Adapun alaasan Bapak Lukman memberikan uang 
tersebut ialah sebagai ucapan terimakasih dan telah menjadi tradisi 
setempat memberikan imbalan kepada yang telah membantu mengurus 
jenazah. 
11. Menurut Bapak Dwi yang pada tahun 2018 ditinggalkan salah satu 
keluarganya, ia memberikan 1 buah kain kepada pihak pengurus jenazah 
yang membantu. Ketika itu menurutnya ia tidak memiliki cukup uang, 
sehingga hanya dapat memberikan sebuah kain kepada tiap orang yang 
membantu menyelenggarakan jenazah. Menurut pengakuan Bapak Dwi 
kain tersebut memang telah disiapkan jauh jauh hari atau dapat dikatakan 
kain simpanan untuk diberikan kepada orang lain, seperti kepada pengurus 
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  Wawancara dengan Bapak Lukman warga Desa Lematang sebagai pihak Musta’jir pada 5 











12. Menurut Bapak Yusuf yang pada tahun 2019 ditinggalkan kerabat 
terdekatnya, ia memberikan imbalan berupa uang Rp.20.000 kepada tiap 
pegurus jenazah yang ikut dalam penyelenggaraan jenazah. Menurut 
penuturan Bapak yusuf memberikan imbalan kepada mereka yang telah 
membantu dalam proses pemakaman jenazah merupakan hal yang biasa 
dan merupakan imbal jasa kepada para pengurus jenazah tersebut.
94
 
13. Pada tahun 2017 Bapak Adiyansyah ditinggal salah satu keluarganya, 
ketika itu ia memberikan beras 1 Kg, minyak sayur dan gula kepada 
mereka yang membantu proses pemakaman jenazah. Ketika itu ia hanya 
berfikir untuk memberikan hal yang tidak begitu besar namun berguna 
untuk keluarga si pengurus jenazah.
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14. Bapak Yanto yang juga memberikan imbalan kepada para pengurus 
jenazah mengaku memberikan uang sejumlah Rp.30.000 kepada pengurus 
jenaazh. Adapun alasan Bapak Yanto memberikan imbalan ialah sebagai 
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  Wawancara dengan Bapak Dwi warga Desa Lematang sebagai pihak Musta’jir pada 6 
Maret 2019, Pkl. 16.00 WIB 
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  Wawancara dengan Bapak Yusuf warga Desa Lematang sebagai pihak Musta’jir pada 7 
Maret 2019, Pkl. 08.30 WIB 
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 Wawancara dengan Bapak Adiyansyah warga Desa Lematang sebagai pihak Musta’jir pada 









15. Menurut Ibu Yuni ketika keluarganya wafat ia juga memanggil pengurus 
jenazah untuk membantu proses penyelenggaraan jenazah. Ketika itu ia 
memberikan uang Rp.20.000 kepada pihak yang membantu proses 
pemakaman jenazah. Menurutnya hal tersebutmerupakan  halyang lumrah 
yang sering dilakukan seseorang ketika merasa dirinya telah dibantu oleh 
orang lain, begitupula ketika para pengurus jenazah yang membantu 
proses pemakaman jenazah lalu diberikan upah atau imbalan, hal tersebut 
merupakan hal yang biasa dilakukan seseorang.
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16. Bapak Yudi merupakan warga Desa lematang yang telah lama tinggal dan 
menetap, menurutnya memberikan upah atau imbalan kepada mereka yang 
mengurus jenazah merupakan tradisi yang telah lama terjadi, selain 
sebagai ucapan terimakasih juga untuk menghargai para pengurus jenazah 
yang telah meluangkan waktunya untuk ikut membantu dalam proses 
penyelenggaraan jenazah. Ketika itu salah satu keluarga Bapak Yanto 
wafat dan pihak keluarga meminta bantuan kepada pengurus jenazah 
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  Wawancara dengan Bapak Yanto warga Desa Lematang sebagai pihak Musta’jir pada 8 
Maret 2019, Pkl. 13.30 WIB 
97
  Wawancara dengan Bapak Ibu Yuni warga Desa Lematang sebagai pihak Musta’jir pada 9 










17. Menurut bapak Imron yang pada tahun 2019 ditinggal meninggal dunia 
oleh kerabatnya, ia memberikan imbalan berupa sebuah kain kepada para 
pengurus yang membantu proses pemakaman jenazah. Adapun alasan 
Bapak Imron memberikan imbalan kepada para pengurus jenazah ialah 
sebagai bentuk ucapan terimakasih, sebab telah meluangkan waktu untuk 
membantu melangsungkan proses pemakaman jenazah, meskipun telah 
menjadi kewajiban setiap muslim, karena tidak semua orang dapat 
melangsungkan proses pemakaman jenazah.
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No Wawancara Keterangan 
1.  Ipan Sapriadi, S.Si Sekretaris Desa 
2.  Sapri Pengurus Jenazah 
3.  Mursid Khalik Pengurus Jenazah 
4.  Murkodi Pengurus Jenazah 
5.  Jamaiyah Pengurus Jenazah 
6.  Kasiah Pengurus Jenazah 
7.  Hasan Ali Pengurus Jenazah 
8.  Abdul Aziz Pengurus Jenazah 
9.  Khatibi Pengurus Jenazah 
10.  Rasid Pengurus Jenazah 
11.  Pariman Pengurus Jenazah 
12.  Nurbaiti Warga Desa 
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  Wawancara dengan Bapak Yudi warga Desa Lematang sebagai pihak Musta’jir pada 10 
Maret 2019, Pkl. 08.00WIB 
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  Wawancara dengan Bapak Imron warga Desa Lematang sebagai pihak Musta’jir pada 10 







13.  Samsiah Warga Desa 
14.  Maryani 
M 
Warga Desa 
15.  M. Ulmi Warga Desa 
16.  Sarmono Warga Desa 
17.  Rasmana  Warga Desa 
18.  Efendi Zulhadi Warga Desa 
19.  Zauhari Warga Desa 
20.  Lukman Warga Desa 
21.  Dwi Warga Desa 
22.  Yusuf Warga Desa 
23.  Adiansyah Warga Desa 
24.  Yanto Warga Desa 
25.  Yuni Warga Desa 
26.  Yudi Warga Desa 




















A. Praktik Upah Mengupah Dalam Proses Pemakaman Jenazah di Desa 
Lematang Kecamatan Tanjung Bintang  Kabupaten Lampung Selatan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara 
langsung kepada para responden, data kepustakaan baik data langsung dari 
kitab aslinya atau kitab terjemahan, buku-buku dan sumber lain yang 
berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Tentang Upah Mengupah dalam Proses Pemakaman Jenazah”, yang 
kemudian akan dianalisis secara sistematis semaksimal mungkin untuk 
menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan hukum Islam. 
Praktik Upah Mengupah yang dilakukan masyarakat desa Lematang 
yaitu dengan memberikan upah berupa uang ataupun barang seperti kain 
ataupun beras. Uang atau barang yang diberikan sebenarnya tidak ditentukan 
jumlahnya, namun telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat desa 
Lematang untuk memberikan uang berkisar antara Rp. 20.000 sampai dengan 
Rp. 50.000, sedangkan untuk barang masyarakat sendiri biasa memberikan 
satu buah sampai dua buah kain dan untuk beras sendiri biasanya masyarakat 
memberikan minimal 2 Kg beras dan maksimal 5 Kg beras. Adapun waktu 
pemberian uang atau barang tersebut dilakukan ketika telah selesai proses 
pemakaman jenazah, namun biasanya diberikan pada hari ke 3 atau hari ke 7 





penyebab adanya praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah 
tersebut ialah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaiamana tata 
cara atau prosedur dalam proses penyelenggaraan jenazah. 
Menurut mereka yang sering mengurus jenazah, upaya untuk 
memberikan pelajaran mengenai tata cara praktik pengurusan jenazah telah 
ada, namun kurangnya keinginan dari masyarakat untuk mempelajari serta 
memahami bagaimana prosedur penyelenggaraan proses pemakaman jenazah 
menjadi penyebab minimnya masyarakat yang bisa melakukan proses 
pemakaman jenazah. Selain itu rasa takut untuk melaksanakan proses 
pemakaman jenazah juga menjadi penyebab masyarakat menggunakan 
pengurus jenazah yang telah terbiasa untuk mengurus jenazah.  
Di Desa Lematang sendiri petugas yang biasa mengurus jenazah 
merupakan orang yang telah berumur 50 keatas. Upah mengupah tersebut 
menurut petugas pengurus jenazah sebenarnya pada mulanya tidak dipatok, 
namun karena kebiasaan yang ada, membuat masyarakat memiliki rasa 
kewajiban untuk memberikan imbalan kepada para pengurus jenazah yaitu 
mereka yang memandikan, mengafani, menyolatkan (menjadi imam), dan 
yang menguburkan (penggali kubur), sehingga apabila tidak memberikan 
upah atau imbalan balas jasa maka dirasa aneh oleh masyarakat setempat. 
Upah atau imbal jasa yang diberikan tersebut dapat dikatakan sebagai ucapan 





Upaya masyarakat untuk meninggalkan dan meringankan keluuarga 
yang apabila ditingggal meninggal dunia oleh keluarganya telah dilakukan, 
yaitu dengan cara mengadakan Rukun Kematian yaitu memungut biaya untuk 
keperluan kematian kepada masyarakat, dengan iuran perbulan sebesar 
Rp.5000, namun usaha tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. 
Banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti Rukun Kematian dan masih 
banyak masyarakat yang tidak membayar karena berbagai hal. Sehingga pada 
akhirnya rukun kematian tersebut digantikan dengan cara menagih uang iuran 
sebesar Rp.3000., namun tidak semua masyarakat memberikan uang iuran 
ketika ada keluarga yang tertimpa musibah. Uang iuran sebesar Rp.3000 
tersebut kemudian diberikan kepada keluarga yang tertimpa musibah, uang 
tersebut masyarakat setempat menyebutnya dengan uang shalawat. 
Menurut keluarga yang ditinggalkan uang yang dikeluarkan untuk 
membayar upah kepada para pengurus terkadang diperoleh dari uang sholawat 
yang diberikan masyarakat ketika melayat dan terkadang mereka murni 
mengeluarkan uang pribadi mereka sendiri. Keluarga yang ditinggalkan pun 
hanya sedikit yang merasa keberatan dengan memberikan upah kepada 
pengurus jenazah. Namun kebanyakan dari masyarakat mengaku merasa 
terbantu dengan adanya pengurus jenazah meskipun harus memberikan upah. 
Menurut keluarga yang ditinggalkan memberikan upah tersebut tidak 






B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah dalam Proses 
Pemakaman Jenazah di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang 
Kabupaten Lampung Selatan. 
 
Kebutuhan merupakan suatu hal yang melekat pada setiap orang, yang 
mana kebutuhan setiap orang tentulah berbeda. Dengan perbedaan tersebut 
tidak semua orang dapat memenuhi  kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. 
Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut perilaku tolong menolong 
diperlukan sebagai suatu perilaku yang pada hakikatnya untuk meringankan 
beban satu sama lain. Salah satu bentuk tolong menolong tersebut ialah 
dengan cara bermuamalah. Pada prinsipnya dasar dari muamalah ialah untuk 
menciptakan kemashlahatan umat manusia. 
Kegiatan muamalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak 
menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh hukum syara‟. Salah satu bentuk 
kegiatan muamalah ialah upah mengupah. Dalam Islam upah mengupah 
diperbolehkan sebagai bentuk dari tolong menolong antar sesama, selama 
tidak menyalahi hukum syara‟ yang ada. Sebagaimana ditegaskan dalam 
Firman Allah Q.S. Al-Maidah ayat 2: 
                       َلل    
  َللا      
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 






Upah mengupah atau dalam fiqih muamalah disebut dengan ijarah 
pada dasarnya adalah akad sewa. Dalam akad upah mengupah fee/imbalan 
dari pihak musta’jir (penyewa) merupakan suatu bentuk imbal jasa dari 
manfaat yang telah dan atau akan dinikmatinya. Dalam akad ijarah  pada 
pembahasan ini berasal dari tenaga manusia, maka dari itu dalam pembahasan 
ini ijarah dikategorikan kedalam akad al-ijarah ala al-a’mal. 
Upah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang 
pertama, upah yang sepadan ( ujrah al mitsli) adalah upah yang sepadan 
dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika 
akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Kedua, Upah yang 
telah disebutkan (ujrah al musammah) upah yang disebut (Ujrah al 
musamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan 
(diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah 
tersebut. Dengan demikian, pihak musta’jir tidak boleh dipaksa untuk 
membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak 
mu‟jir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang 
telah disebutkan. Sedangkan upah mengupah di era sekarang di klasifikasikan 
lagi menjadi beberapa macam jenis upah mengupah salah satunya ialah upah 
dalam perbuatan ibadah. Upah mengupah ini termasuk upah mengupah yang 





Salah satu bentuk upah mengupah dalam perbuatan ibadah tersebut 
ialah upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah. Di Desa Lematang 
proses pemakaman jenazah sama halnya dengan proses pemakaman jenazah 
yang ada di daerah lain, namun di Desa Lematang proses pemakaman jenazah 
dilakukan oleh orang yang telah terbiasa menyelengarakan proses pemakaman 
jenazah. Sehingga proses pemakaman jenazah tersebut dilakukan oleh orang 
yang sama secara terus menerus, meski demikian bukan berarti masyarakat 
atau keluarga yang ditinggalkan tidak ikut andil dalam proses pemakaman 
jenazah, masyarakat atau keluarga yang ditinggalkan hanya ikut membantu 
dengan dipimpin dan dipandu oleh para pengurus jenazah. Dalam praktiknya 
mereka yang menjadi pengurus jenazah akan diberikan  upah setelah selesai 
menyelenggarakan proses pemakaman jenazah. Upah yang diberikan pun 
beragam dapat berupa uang ataupun barang. Uang ataupun barang yang 
diberikan pada dasarnya tidak diperjanjikan sebelumnya, hanya saja 
masyarakat memberikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di desa 
Lematang tersebut. Proses pemakaman jenazah merupakan suatu kewajiban 
seluruh umat Islam yang dihukumi fardhu kifayah, yang mana apabila 
dikerjakan oleh sebagian saja maka akan gugur kewajiban muslim yang lain, 
namun apabila tidak ada yang mengerjakan maka berdosa suatu daerah yang 





Mengenai praktik yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa 
pendapat yang membolehkan dan melarangnya menerima upah dalam hal 
ibadah seperti praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah.  
Para fuqoha dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda tentang 
hukum meminta dan menerima upah dalam hal ibadah seperti praktik 
pemakaman jenazah seperti yang telah dikemukakan dalam bab pembahasan 
sebelumnya. 
Upah dalam proses pemakaman jenazah yang dilaksanakan 
masyarakat di desa Lematang memenuhi unsur-unsur pokok upah mengupah 
yaitu: 
1. Aqid yaitu pihak pengupah dan pihak pekerja (mu’jir dan  musta’jir). 
Pada pelaksanaan upah mengupah, kewajiban seorang musta’jir adalah 
memberikan upah kepada mu’jir yaitu orang yang memberikan jasa 
kepada musta’jir, dan mu’jir berkewajiban untuk melaksankan 
pekerjaannya hingga selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa rukun 
dalam upah mengupah  telah memenuhi syariat Islam, yang mana praktik 
tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berakad.  
2. Sighat (Ijab dan kabul), yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek 
suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu pemberi upah dan penerima 
upah (mu’jir dan musta’jir). Hal ini terlihat bahwa dari responden baik 
pihak yang memberi upah dan menerima upah tidak ada rasa keberatan. 





terlebih dahulu, kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan atas 
dasar rasa saling membutuhkan dan saling tolong menolong, untuk 
jumlah upah yang akan diberikanpun besarannya mengikuti kebiasaan 
yang ada.  
3. Ujrah  (Upah atau imbalan) yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan 
sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah 
dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. 
4. Adanya Kemanfaatan, yaitu pekerjaan dan barang yang akan dijadikan 
objek kerja haruslah memiliki manfaat yang jelas. Hal ini terlihat dari 
manfaat yang dirasakan kedua belah pihak, baik pihak mu’jir ataupun 
musta’jir. Dimana yang menjadi objek kerja disini ialah pengurusan 
jenazah. Pengurusan jenazah merupakan hal yang wajib dilakukan dan 
dihukumi fardhu kifayah. Dengan pengurusan jenazah tersebut tentu akan 
membantu pihak keluarga yang ditinggalkan. Kendati demikian, pihak 
keluarga harus mengeluarkan sedikit uang untuk membayar  jasa petugas 
pengurus jenazah tersebut. Sedangkan untuk beberapa syarat dalam upah 
mengupah seperti: 
a. Kedua belah pihak yang berakad telah memenuhi syarat yaitu baligh, 
berakal dan atas kehendak sendiri. 
b. Objek dalam hal ini menjadi bahasan dalam skripsi ini, yang mana 





mengupah dalam perbuatan ibadah dalam hal ini ialah upah mengupah 
dalam proses pemakaman jenazah. 
c. Imbalan yang diberikan menurut petugas pengurus jenazah 
mendatangkan manfaat bagi mereka. 
Dengan demikian maka akad ijarah tersebut telah memenuhi ketentuan 
dalam hal rukun dan syarat. Jika dilihat dari pelaksanaan upah mengupah 
dalam proses pamakaman jenazah di desa Lematang berdasarkan hasil 
wawancara, pada umumnya dilakukan atas dasar rasa saling tolong menolong. 
Sebab kedua belah pihak saling terbantu, pihak musta’jir yang diberi uang 
meskipun jumlahnya tidak begitu besar, namun menurut mereka uang atau 
barang yang diberikan tersebut bermanfaat untuk mereka. Sedangkan bagi 
pihak mu’jir, mereka sangat terbantu dengan adanya pengurus jenazah 
tersebut. Sebab pengurus dengan sigap mengurus segala keperluan dalam 
proses pemakaman jenazah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat 
Desa Lematang, terlihat bahwa praktik upah mengupah tersebut merupakan 
sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada. Tradisi dalam suatu 
masyarakat merupakan suatu adat kebiasaan yang tidak mudah untuk 
dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru. Dalam Islam sebuah 
tradisi selama tidak menyimpang dari syariat yang ada, maka tradisi tersebut 
dapat dikatakan baik dan dapat diteruskan. Terlebih dalam hal ini selama pada 
praktiknya pihak mu’jir atau petugas pengurus jenazah tersebut mulai dari 





mengharapkan imbalan dan melaksanakan proses pemakaman jenazah dengan 
ikhlas maka diperbolehkan saja mengambil upah tersebut sebagai bentuk 
penerimaan balas jasa dan ucapan terimakasih pihak musta’jir. Bahkan jika 
pun proses pemakaman jenazah tersebut menjadi sebuah profesi untuk 
mendapatkan imbalan, menurut penulis sah sah saja, selama tidak 
memberatkan dan tidak memaksakan pihak yang terkena musibah atau mu’jir. 
Namun apabila dalam hal ini upah dipaksakan dan jika tidak diberikan 
upahnya pihak mu’jir  tidak memilki kemauan untuk menjalankan proses 
pemakaman jenazah maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam. 
Karena pada dasarnya hukum melaksanakan proses pemakaman jenazah ialah 
fardhu kifayah, yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim khususnya yang 
ada di desa tersebut untuk menjalankan proses pemakaman jenazah. 
Mazhab Maliki, Asy Syafi‟i dan Ibnu Hazm dapat dijadikan landasan 
mengenai kebolehan menerima upah dalam hal ibadah seperti proses 
pemakaman jenazah. Ketiganya sependapat mengenai kebolehan mengambil 
upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur‟an dan ilmu serta dalam hal ini 
perbuatan taat seperti proses pengurusan jenazah, karena hal ini termasuk 
jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui 
pula. 
Pada hadis  HR. Bukhari No. 5736 dan Muslim No. 2201 yang 
terdapat pada bab sebelumnya, menjelaskan bahwa kebolehan mengenai 





dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi Saw. Hadis tersebut dapat 
dijadikan landasan akan kebolehan mengambil atau menerima upah dari 
perbuatan ibadah seperti menerima upah dari pengurusan jenazah seperti 

























Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum tentang upah 
mengupah dalam proses pemakaman jenazah pada desa Lematang Kecamatan 
Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah yang dilakukan 
masyarakat Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 
Lampung Selatan merupakan sebuah tradisi upah mengupah yang telah 
menjadi kebiasaan dan turun temurun ,tiap kali ada keluarga yang 
ditinggal keluarganya meninggal dunia, adanya kesepakatan dan kerelaan 
kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang 
telah disepakati bersama. Pada pembayaran upah meski tidak begitu 
besar, namun dirasa telah pantas dengan kebiasaan yang ada, dan diantara 
kedua belah pihak baik pihak yang memberi upah ataupun yang 
menerima upah tidak merasa dirugikan. Dalam praktik tersebut akad yang 
dilakukan atas rasa suka sama suka, karena pada dasarnya kegiatan 
tersebut meski dilakukan dengan adanya upah namun terdapat unsur 





2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah dalam proses pemakaman 
jenazah yang dilakukan di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang 
Kabupaten Lampung Selatan, telah sesuai dengan hukum Islam termasuk 
dalam hal ini dalam pemberian upah kepada pengurus jenazah. Pengurus 
jenazah diperbolehkan mengambil upah yang diberikan pihak keluarga 
sebagai imbalan jasa yang telah mereka berikan, selama tidak 
memaksakan kepada keluarga yang ditinggalkan dan tidak pula 
memberatkan pihak keluarga dengan mematok harga  diluar jangkauan 
masyarakat, serta haruslah ikhlas dalam melaksanakan proses pemakaman 
jenazah, tanpa harus pamrih. Kemudian apabila masyarakat tidak dapat 
memberikan imbalan kepada  mereka yang mengurus jenazah, maka yang 
mengurus jenazah harus membantu karena pengurusan jenazah 
merupakan suatu kewajiban umat muslim, apabil tidak dilangsungkan 
proses pemakaman jenazah tersebut maka akan berdosa satu daerah 
tempat jenazah tersebut berada. 
 
B. Saran 
Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai upah 
mengupah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang Kecamatan 






1. Seharusnya kegiatan proses pemakaman jenazah perlu diadakan majelis 
ilmu yang mengajarkan tentang proses pemakaman jenazah, mulai dari 
memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan.  
Perlunya diadakan majelis ilmu, tentang proses penyelenggaraan jenazah 
di Desa Lematang, akan menjadikan masyarakat mengetahui ilmu dalam 
proses pemakaman jenazah. Ada baiknya, jika majelis ilmu tersebut rutin 
dilakukan dalam sebuah majelis ta‟lim. Sehingga banyak masyarakat yang 
dapat menyelenggarakan proses pemakaman jenazah tersebut. 
Masyarakat dalam hal ini juga seharusnya mau ikut mempelajari tentang 
bagaimana cara pengurusan jenazah mulai dari memandikan hingga 
menguburkan dan menerapkan ketika ada keluarga atau kerabat terdekat 
wafat, sehingga ketika tidak ada pengurus jenazah yang biasa mengurus 
jenazah, masyarakat bisa melangsungkan proses pemakaman jenazah itu 
sendiri.  
2. Seharusnya perlu diadakannya Rukun Kematian yang dipungut setiap 
bulannya untuk membantu pihak kelurga yang ditinggalkan, agar ketika 
ada yang meninggal dunia masyarakat dapat menggunakan uang Rukun 
Kematian untuk membayar segala keperluan, mulai dari  untuk membeli 
kain kafan dan keperluan lainnya hingga untuk membayar upah pengurus 
jenazah dapat diambil dari uang Rukun Kematian. Untuk mensiasati agar 
Rukun Kematian tetap berjalan maka, perlu diberikan tanggung jawab 





masyarakat yang enggan membayar uang Rukun Kematian, hendaknya 
diberikan penjelasan mengenai manfaat dan kegunaan uang tersebut, 
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